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ABSTRAK

Penelitian ini dilakukan dengan tujuan untuk
mengetahui bagaimana pelestarian cagar
budaya menurut Undang-Undang Nomor 11
Tahun 2010 Tentang Cagar Budaya dan
bagaimana sanksi pidana terhadap tindak
pidana di bidang perizinan menurut Undang-
Undang Nomor 11 Tahun 2010 Tentang Cagar
Budaya. Dengan menggunakan metode
penelitian yuridis normatif, disimpulkan: 1.
Pelestarian cagar budaya menurut Undang-
Undang Nomor 11 Tahun 2010 Tentang Cagar
Budaya, dilakukan berdasarkan hasil studi
kelayakan yang dapat dipertanggungjawabkan
secara akademis, teknis, dan administratif.
Kegiatan Pelestarian Cagar Budaya harus
dilaksanakan atau dikoordinasikan oleh tenaga
ahli pelestarian dengan memperhatikan etika
pelestarian. Tata cara Pelestarian Cagar Budaya
harus mempertimbangkan kemungkinan
dilakukannya pengembalian kondisi awal
seperti  sebelum kegiatan pelestarian.
Pelestarian Cagar Budaya harus didukung oleh
kegiatan pendokumentasian sebelum dilakukan
kegiatan yang dapat menyebabkan terjadinya
perubahan keasliannya. 2. Pemberlakuan sanksi
pidana atas tindak pidana perizinan di bidang
cagar budaya meliputi pidana penjara dan/atau
denda sesuai dengan perbuatan pidana yang
terbukti secara sah dilakukan oleh pelakunya.
Tindak pidana yang dilakukan oleh badan usaha
berbadan hukum dan/atau badan usaha bukan
berbadan hukum, dijatuhkan kepada: (a) badan
usaha; dan/atau (b) orang yang memberi
perintah untuk melakukan tindak pidana.

Kata kunci: Sanksi Pidana, Tindak Pidana Di
Bidang Perizinan, Cagar Budaya
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PENDAHULUAN
A. Latar Belakang

Upaya pelestarian cagar budaya dalam dasar
pertimbangan dikeluarkannya UU Rl Nomor 11
Tahun 2010 tentang Cagar Budaya dijelaskan
bahwa cagar budaya merupakan kekayaan
budaya bangsa sebagai wujud pemikiran dan
perilaku kehidupan manusia yang penting
artinya bagi pemahaman dan pengembangan
sejarah, ilmu pengetahuan, dan kebudayaan
dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa,
dan bernegara sehingga perlu dilestarikan dan
dikelola  secara tepat melalui upaya
pelindungan, pengembangan, dan
pemanfaatan dalam rangka memajukan
kebudayaan nasional untuk sebesarbesarnya
kemakmuran rakyat.

Pada dasarnya seluruh kegiatan pelestarian
yang meliputi pelindungan, pengembangan dan
pemanfaatan cagar budaya harus didahului
dengan izin kepada Pemerintah sesuai dengan
kewenangannya (Menteri, gubernur,
bupati/wali kota). Pemerintah dapat
melimpahkan wewenangnya kepada unit
Pelaksana Teknis atau Pemerintah Daerah yang
bergerak dibidang pelestarian cagar budaya.
Pemberian izin dapat dibatalkan atau dicabut
apabila dalam pelaksanaan kegiatan
pelindungan, pengembangan dan pemanfaatan
cagar budaya ternyata melenceng dari tujuan
semula. Terdapat konsekuensi hukum bagi
orang yang melakukan kegiatan pelestarian
tanpa izin. Memang sebuah tantangan besar
bagi Bangsa Indonesia dalam melestarikan
cagar budaya vyang dihadapkan dengan
perkembangan zaman dan tekanan
pembangunan.®

Dengan adanya Undang-Undang Republik
Indonesia Nomor 11 tahun 2010 tentang Cagar
Budaya, pemilik cagar budaya berkewajiban
untuk menjaga dan memelihara cagar budaya
yang dimilikinya, walaupun pada kenyataannya
banyak yang merasa keberatan berkaitan
dengan biaya pemeliharaannya yang tidak
sedikit. Walaupun telah diberikan kompensasi
dan insentif bagi yang telah melindungi cagar
budaya miliknya, kadang orang tetap
berorientasi pada nilai ekonomi yang
terkandung dalam cagar budaya tersebut.’

> Ibid.
® Ibid. him. 47.
7 Ibid.
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Apabila terjadi tindak pidana di bidang
perizinan cagar budaya, maka bagi pelakunya
dapat dikenakan sanksi pidana. Perizinan
merupakan bagian penting upaya pelestarian
cagar budaya yang mencakup perlindungan,
pengembangan, dan pemanfaatan.

B. Rumusan Masalah

1. Bagaimanakah pelestarian cagar budaya
menurut Undang-Undang Nomor 11
Tahun 2010 Tentang Cagar Budaya ?

2. Bagaimanakah sanksi pidana terhadap
tindak pidana di bidang perizinan
menurut Undang-Undang Nomor 11
Tahun 2010 Tentang Cagar Budaya ?

C. Metode Penelitian

Penelitian hukum yang dilakukan dengan
cara meneliti bahan pustaka atau data
sekunder belaka, dapat dinamakan penelitian
hukum normatif atau penelitian hukum
kepustakaan (di samping adanya penelitian
hukum sosiologis atau empiris yang terutama
meneliti data primer).® Penelitian hukum
normatif digunakan dalam menyusun penulisan
ini. Metode penelitian hukum normatif
menggunakan bahan-bahan hukum vyang
dikumpulkan melalui studi kepustakaan.

PEMBAHASAN
A. Pelestarian Cagar Budaya Menurut

Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2010

Tentang Cagar Budaya

Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2010
Tentang Cagar Budaya. Pasal 2. Pelestarian
Cagar Budaya berasaskan:

a. Pancasila;

b. Bhinneka Tunggal lka;

c. kenusantaraan;

d. keadilan;

e. ketertiban dan kepastian hukum;

f. kemanfaatan;

g. keberlanjutan;

h. partisipasi; dan
i. transparansi dan akuntabilitas.

Pasal 2 huruf (a) Yang dimaksud dengan
“asas Pancasila” adalah Pelestarian Cagar
Budaya dilaksanakan berdasarkan nilai-nilai
Pancasila. Huruf (b) Yang dimaksud dengan

8Soerjono Soekanto dan Sri Mamudiji, Penelitian Hukum
Normatif Suatu Tinjauan Singkat, PT Raja Grafindo
Persada, Jakarta. 1995, him. 13-14.
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“asas Bhineka Tunggal lka” adalah Pelestarian
Cagar Budaya senantiasa memperhatikan
keberagaman penduduk, agama, suku dan
golongan, kondisi khusus daerah, dan budaya
dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa,
dan bernegara. Huruf (c) Yang dimaksud
dengan “asas kenusantaraan” adalah bahwa
setiap upaya Pelestarian Cagar Budaya harus
memperhatikan kepentingan seluruh wilayah
negara Indonesia.

uruf (d) Yang dimaksud dengan “asas
keadilan” adalah Pelestarian Cagar Budaya
mencerminkan rasa keadilan dan kesetaraan
secara proporsional bagi setiap warga negara
Indonesia. Huruf (e) Yang dimaksud dengan
“asas ketertiban dan kepastian hukum” adalah
bahwa setiap pengelolaan Pelestarian Cagar
Budaya harus dapat menimbulkan ketertiban
dalam masyarakat melalui jaminan adanya
kepastian hukum. Huruf (f) Yang dimaksud
dengan “asas kemanfaatan” adalah Pelestarian
Cagar Budaya dapat dimanfaatkan untuk
kepentingan kesejahteraan rakyat dalam aspek
agama, sosial, pendidikan, ilmu pengetahuan,
teknologi, kebudayaan, dan pariwisata. Huruf
(g) Yang dimaksud dengan “asas keberlanjutan”
adalah upaya Pelestarian Cagar Budaya yang
dilakukan  secara terusmenerus dengan
memperhatikan keseimbangan aspek ekologis.
Huruf (h) Yang dimaksud dengan “asas
partisipasi” adalah setiap anggota masyarakat
didorong untuk berperan aktif dalam
Pelestarian Cagar Budaya. Huruf i Yang
dimaksud dengan “asas transparansi dan
akuntabilitas” adalah Pelestarian Cagar Budaya
dipertanggungjawabkan kepada masyarakat
secara transparan dan terbuka dengan
memberikan informasi yang benar, jujur, dan
tidak diskriminatif.’

Untuk mempelajari norma hukum, harus
mengetahui asas-asas hukumnya. Dengan
perkataan lain, norma hukum itu lahir tidak
dengan sendirinya. la lahir dilatarbelakangi oleh
dasar-dasar filosofi tertentu. Itulah yang
dinamakan dengan asas hukum, semakin tinggi
tingkatannya, asas hukum ini semakin abstrak
dan umum sifatnya serta mempunyai
jangkauan kerja yang lebih luas untuk
menaungi norma hukumnya. Dengan demikian
asas hukum itu merupakan dasar atau ratio

° Penjelasan Pasal 2 Undang-Undang Nomor 11 Tahun
2010 Tentang Cagar Budaya.
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legis bagi dibentuknya suatu norma hukum.
Demikian pula sebaliknya norma hukum itu
harus dapat dikembalikan kepada asas
hukumnya, jangan sampai lahir norma hukum
yang bertentangan dengan asas hukumnya
sendiri. Norma hukum tidak lain adalah
perwujudan dari asas hukumnya.®

Kaidah hukum memberikan jiwa kepada
norma/kaidah hukum sehingga mempunyai
kekuatan mengikat. Asas hukum dapat
dibedakan menjadi asas hukum konstitusi dan
asas hukum regulatif. Asas hukum konstitusi
merupakan asas yang harus ada dalam
kehidupan suatu sistem hukum, sedangkan asas
hukum regulatif diperlukan untuk
beroperasinya  sistem  hukum  tersebut.
Pembentukan norma/kaedah hukum yang tidak
sesuai dengan asas hukum konstitusi akan
menghasilkan  norma-norma yang secara
materil bukan merupakan kaidah hukum.
Sedangkan jika asas hukum regulatif tidak
diperhatikan, maka akan menghasilkan kaidah
hukum yang tidak adil."!

Dengan demikian dapat dikemukakan
beberapa fungsi dari asas hukum adalah:

1. Menjamin pelaksana kaidah hukum
sesuai dengan tujuan hukum itu,
misalnya asas nullium delictum untuk
menjamin kepastian dan mencegah
sewenag-wenang.

2. Menjamin keluwesan kaedah hukum
dalam suatu peristiwa konkret, misalnya
asas  jual-beli  tidak  memutuskan
hubunggan sewa-menyewa.

3. Sebagai instrumen untuk mengarahkan
kaidah hukum, misalnya asas praduga
tidak bersalah.'

Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2010
Tentang Cagar Budaya. Pasal 3. Pelestarian
Cagar Budaya bertujuan:

a. melestarikan warisan budaya bangsa dan

warisan umat manusia;

b. meningkatkan harkat dan martabat
bangsa melalui Cagar Budaya;

c. memperkuat kepribadian bangsa;

d. meningkatkan kesejahteraan rakyat; dan

10 Usman, Op.Cit. him. 12.

"Lalu Husni, Pengantar Hukum Ketenagakerjaan
Indonesia, Edisi Revisi, PT. RajaGrafindo, Jakarta, 2008,
him. 31.

2 Ibid.

e. mempromosikan warisan budaya bangsa

kepada masyarakat internasional.

Pasal 4. Lingkup Pelestarian Cagar Budaya
meliputi Pelindungan, Pengembangan, dan
Pemanfaatan Cagar Budaya di darat dan di air.
Penjelasan Pasal 4 Yang dimaksud dengan “di
air” adalah laut, sungai, danau, waduk, sumur,
dan rawa. Undang-Undang Nomor 11 Tahun
2010 Tentang Cagar Budaya. Pasal 53 ayat:

(1) Pelestarian Cagar Budaya dilakukan
berdasarkan hasil studi kelayakan yang
dapat dipertanggungjawabkan secara
akademis, teknis, dan administratif.

(2) Kegiatan Pelestarian Cagar Budaya
harus dilaksanakan atau
dikoordinasikan oleh Tenaga Ahli
Pelestarian dengan memperhatikan
etika pelestarian.

(3) Tata cara Pelestarian Cagar Budaya
harus mempertimbangkan
kemungkinan dilakukannya
pengembalian kondisi awal seperti
sebelum kegiatan pelestarian.

(4) Pelestarian Cagar Budaya harus
didukung oleh kegiatan
pendokumentasian sebelum dilakukan
kegiatan yang dapat menyebabkan
terjadinya perubahan keasliannya.

Penjelasan Pasal 53 ayat (4) Yang dimaksud
dengan “kegiatan pendokumentasian” adalah
pendataan, antara lain uraian teks, grafis,
audio, video, foto, film, dan gambar.

Pasal 54. Setiap orang berhak memperoleh
dukungan teknis dan/atau kepakaran dari
Pemerintah atau Pemerintah Daerah atas
upaya Pelestarian Cagar Budaya yang dimiliki
dan/atau yang dikuasai. Pasal 55. Setiap orang
dilarang dengan sengaja mencegah,
menghalang-halangi, atau menggagalkan upaya
Pelestarian Cagar Budaya.

B. Sanksi Pidana Terhadap Tindak Pidana Di
Bidang Perizinan Menurut Undang-Undang
Nomor 11 Tahun 2010 Tentang Cagar
Budaya

Sanksi, sanctie, yaitu akibat hukum terhadap
pelanggar ketentuan undang-undang. Ada
sanksi administrasi, ada sanksi perdata dan ada
sanksi pidana. * Sanksi Pidana, strafsanctie,
akibat hukum terhadap pelanggaran ketentuan

3 Andi Hamzah, Op.Cit, him. 138
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pidana vyang berupa pidana dan/atau
tindakan.™

Pidana (Straf): hukuman yang dijatuhkan
terhadap orang vyang terbukti bersalah
melakukan delik berdasarkan putusan yang
berkekuatan hukum tetap.”

Pidana (straf; Bahasa Belanda):

1. Suatu penderitaan yang bersifat khusus
yang telah dijatuhkan oleh kekuasaan
yang berwenang untuk menjatuhkan
pidana atas nama negara sebagai
penanggung jawab dari ketertiban
hukum umum bagi seorang pelanggar,
yakni  semata-mata karena  orang
tersebut  telah  melanggar  suatu
peraturan hukum yang harus ditegakkan
oleh negara;

2. Suatu penderitaan (nestapa) yang
sengaja dikenakan/dijatuhkan kepada
seseorang yang telah terbukti bersalah
melakukan suatu tindak pidana.'®

Perbuatan pidana adalah perbuatan yang
dilarang oleh suatu aturan hukum, larangan
mana disertai ancaman (sanksi) yang berupa
pidana tertentu, bagi barang siapa vyang
melanggar larangan tersebut.'’ Dapat juga
dikatakan bahwa perbuatan pidana adalah
perbuatan oleh suatu aturan hukum dilarang
dan diancam pidana, asal saja dalam pada itu
diingat bahwa larangan ditujukan kepada
perbuatan (yaitu suatu keadaan atau kejadian
yang ditimbulkan oleh kelakuan orang),
sedangkan ancaman pidanya ditujukan kepada
orang yang menimbulkan kejadian itu.™®

Perbuatan pidana semata menunjuk pada
perbuatan baik secara aktif maupun secara
pasif, sedangkan apakah pelaku ketika
melakukan perbuatan pidana patut dicela atau
memiliki kesalahan, bukan merupakan wilayah
perbuatan pidana, tetapi sudah masuk pada
pertanggungjawaban pidana.”’

Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2010
Tentang Cagar Budaya. Pasal 101. Setiap orang
yang tanpa izin mengalihkan kepemilikan Cagar
Budaya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17
ayat (1) dipidana dengan pidana penjara paling

" Ibid.

" Ibid, him. 119.

16 Sudarsono, Kamus Hukum, Op.Cit, him. 248.

1 Moeljatno, Op.Cit, him. 59.

" Ibid.

Bl Mahrus, Dasar-Dasar Hukum Pidana, Cetakan
Pertama, Sinar Grafika, Jakarta, 2011. him. 97.
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singkat 3 (tiga) bulan dan paling lama 5 (lima)

tahun dan/atau denda paling sedikit

Rp400.000.000,00 (empat ratus juta rupiah)

dan paling banyak Rp1.500.000.000,00 (satu

miliar lima ratus juta rupiah).

Pasal 103. Setiap orang yang tanpa izin
Pemerintah atau Pemerintah Daerah
melakukan pencarian Cagar Budaya
sebagaimana dimaksud dalam Pasal 26 ayat (4)
dipidana dengan pidana penjara paling singkat
3 (tiga) bulan dan paling lama 10 (sepuluh)
tahun dan/atau denda paling sedikit
Rp150.000.000,00 (seratus lima puluh juta
rupiah) dan paling banyak Rp1.000.000.000,00
(satu miliar rupiah).

Pasal 107. Setiap orang yang tanpa izin
Menteri, gubernur, atau bupati/wali kota,
memindahkan Cagar Budaya sebagaimana
dimaksud dalam Pasal 67 ayat (1) dipidana
dengan pidana penjara paling singkat 3 (tiga)
bulan dan paling lama 2 (dua) tahun dan/atau
denda paling sedikit Rp100.000.000,00 (seratus
juta rupiah) dan paling banyak
Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah).

Pasal 108. Setiap orang yang tanpa izin
Menteri, gubernur atau bupati/wali kota,
memisahkan Cagar Budaya sebagaimana
dimaksud dalam Pasal 67 ayat (2) dipidana
dengan pidana penjara paling lama 10
(sepuluh) tahun dan/atau denda paling sedikit
Rp100.000.000,00 (seratus juta rupiah) dan
paling banyak Rp2.500.000.000,00 (dua miliar
lima ratus juta rupiah).

Pasal 109 ayat:

(1) Setiap orang yang tanpa izin Menteri,
membawa Cagar Budaya ke luar wilayah
Negara Kesatuan Republik Indonesia
sebagaimana dimaksud dalam Pasal 68 ayat
(2) dipidana dengan pidana penjara paling
singkat 6 (enam) bulan dan paling lama 10
(sepuluh) tahun dan/atau denda paling
sedikit Rp200.000.000,00 (dua ratus juta
rupiah) dan paling banyak
Rp1.500.000.000,00 (satu miliar lima ratus
juta rupiah).

(2) Setiap orang yang tanpa izin gubernur atau
izin bupati/wali kota, membawa Cagar
Budaya ke luar wilayah provinsi atau
kabupaten/kota sebagaimana dimaksud
dalam Pasal 69 ayat (2) dipidana dengan
pidana penjara paling lama 5 (lima) tahun
dan/atau denda paling sedikit
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Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah) dan
paling banyak Rp100.000.000,00 (seratus
juta rupiah).

Pasal 110. Setiap orang yang tanpa izin
Menteri, gubernur, atau bupati/wali kota
mengubah fungsi ruang Situs Cagar Budaya
dan/atau Kawasan Cagar Budaya sebagaimana
dimaksud dalam Pasal 81 ayat (1) dipidana
dengan pidana penjara paling lama 5 (lima)
tahun dan/atau denda paling sedikit
Rp100.000.000,00 (seratus juta rupiah) dan
paling banyak Rp1.000.000.000,00 (satu miliar
rupiah).

Pasal 111. Setiap orang yang tanpa izin
pemilik  dan/atau yang  menguasainya,
mendokumentasikan Cagar Budaya
sebagaimana dimaksud dalam Pasal 92
dipidana dengan pidana penjara paling lama 5
(lima) tahun dan/atau denda paling banyak
Rp500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah).

Sanksi pidana yang ada di dalam hukum
pidana merupakan salah satu penderitaan yang
istimewa sebab pidana yang diancamkan
kepada calon pelanggar kaidah-kaidah yang
bersangsi tadi, pasti dikenakan kepada
pelanggar-pelanggar atau pelaku kejahatan
yang dapat berupa pidana mati, pidana penjara
dan benda atau sanksi-sanksi lain yang telah
ditentukan oleh kaidah-kaidah pidana sesuai
dengan perkembangan dan pertumbuhan
hukum. Maksud ancaman pidana tersebut
adalah untuk melindungi kepentingan orang
dalam pergaulan hidup. Dalam hal ini hukum
pidana menggunakan ancaman pidana dan
penjatuhan pidana apabila kepentingan-
kepentingan tersebut seimbang dengan
pengorbanan vyang harus ditanggung oleh
korban kejahatan atau pelanggaran.?

Sebagaimana telah  diketahui bahwa
seseorang baru dapat dijatuhi pidana apabila
perbuatannya itu mencocoki semua unsur
tindak pidana yang dirumuskan di dalam pasal-
pasal undang-undang pidana. Adalah menjadi
tuntutan normatif yang harus dipenuhi
bilamana seseorang dapat dipersalahkan
karena melakukan sesuatu tindak pidana, yaitu
perbuatan itu harus dibuktikan mencocoki
semua unsur tindak pidana. Apabila salah satu
unsur tindak pidana tidak terpenuhi atau tidak
dapat dibuktikan, maka konsekuensinya adalah

2% pid, him. 211-212.

tindak pidana yang dituduhkan kepada si
pelaku tidak terbukti dan tuntutan dapat batal
demi hukum. Peraktiknya pandangan normatif
tersebut dalam perkembangannya mengalami
pergeseran di  mana seseorang dapat
dipersalahkan melakukan suatu tindak pidana
yang didasarkan kepada nilai-nilai yang hidup di
dalam masyarakat atau hukum kebiasaan yang
umumnya bersifat tidak tertulis.*

Hukum sebagai norma mempunyai ciri
kekhususan,  vyaitu hendak  melindungi,
mengatur dan memberikan keseimbangan
dalam menjaga kepentingan umum.
Pelanggaran ketentuan hukum dalam arti
merugikan, melalaikan atau mengganggu
keseimbangan kepentingan umum dapat
menimbulkan rekasi dari masyarakat. Reaksi
yang diberikan berupa pengembalian
ketidakseimbangan vyang dilakukan dengan
mengambil tindakan terhadap pelanggarnya.
Pengembalian ketidakseimbangan bagi suatu
kelompok sosial yang teratur dilakukan oleh
petugas yang berwenang dengan memberikan
hukuman.?

Hukum adalah menetapkan sesuatu yang
lain, yaitu menetapkan sesuatu yang boleh
dikerjakan, harus dikerjakan dan terlarang
dikerjakan. Hukum merupakan ketentuan suatu
perbuatan yang terlarang berikut berbagai
aklibat/sanksi hukum di dalamnya. Hukum
adalah peraturan mengenai tingkah laku
manusia  dalam  pergaulan  masyarakat.
Peraturan itu diadakan oleh badan-badan resmi
yang berwajib, bersifat memaksa yang terdapat
sanksi bagi pelanggar hukum itu. Hukum adalah
peraturan dan ketentuan yang mengandung
perintah, larangan dan kebolehan yang harus
ditaati oleh setiap orang.”®

Untuk menjaga agar peraturan-peraturan itu
dapat berlangsung terus-menerus dan diterima
oleh seluruh anggota masyarakat, aturan
hukum yang ada harus sesuai dan tidak boleh
bertentangan dengan rasa keadilan
masyarakat. Dengan  demikian,  hukum
bertujuan untuk menjamin adanya kepastian
hukum dalam masyarakat dan harus

L Roni Wiyanto, Asas-Asas Hukum Pidana, Cetakan ke-I.
Mandar Maju, Bandung, 2012. him. 166.

2pAbdoel Djamali. Pengantar Hukum Indonesia. Rajawali
Pers. PT. Raja Grafindo Persada. Jakarta. 2009. him. 3.

% Ibid. him. 20.
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bersendikan pada keadilan yaitu rasa keadilan
masyarakat.?*

Norma hukum adalah peraturan hidup yang
bersifat memaksa dan mempunyai sanksi yang
tegas. Peraturan yang timbul dari norma hukum
dibuat oleh penguasa negara. Isinya mengikat
setiap orang dan pelaksanaannya dapat
dipertahankan dengan segala paksaan oleh
alat-alat negara. Keistimewaan norma hukum
itu justeru terletak pada sifatnya yang
memaksa dengan sanksinya yang berupa
ancaman hukuman. Alat kekuasaan negara
yang berusaha agar peraturan hukum ditaati
dan dilaksanakan. Setiap norma paling tidak
mempunyai beberapa unsur, yaitu:

1. Sumber, yaitu dari mana asal norma itu;

2. Sifat, yaitu syarat-syarat kapan norma itu
berlaku;

3. Tujuan, yaitu untuk apakah norma itu
dibuat;

4. Sanksi, vaitu reaksi (alat pemaksa)
apakah yang akan dikenakan kepada
orang vyang melanggar atau tidak
mematuhi norma itu.”>

Hukum pada hakikatnya adalah
perlindungan kepentingan manusia, yang
merupakan pedoman tentang bagaimana
sepatutnya orang harus bertindak. Akan tetapi
hukum tidak sekedar merupakan pedoman
belaka, perhiasan atau dekorasi. Hukum harus
diataati, dilaksanakan, dipertahankan dan
ditegakkan, karena itu ada sebagian orang yang
mengatakan bahwa hukum tidak dapat lagi
disebut hukum apabila tidak dilaksanakan.”®

Penegakan  hukum dijalankan  untuk
menjaga, mengawal dan menghantar hukum
agar tetap tegak searah dengan tujuan hukum
dan tidak dilanggar oleh siapapun. Kegiatan
penegakan hukum merupakan tindakan
penerapan hukum terhadap setiap orang yang
perbuatannya menyimpang dan bertentangan
dengan norma hukum, artinya hukum
diberlakukan bagi siapa saja dan
pemberlakuannya sesuai dengan mekanisme
dan cara dalam sistem penegakan hukum yang

**Arus Akbar Silondae dan Wirawan B. llyas. Pokok-Pokok
Hukum Bisnis. Salemba Empat. Jakarta. 2011. him. 3.

2 yulies Tiena Masriani. Pengantar Hukum Indonesia,
Cetakan Kelima, Sinar Grafika, Jakarta. 2009. him. 5-6.

2% Jawahir Thontowi. Pengantar llmu Hukum. Pustaka
Fahima. Yogjakarta. 2007. him.179.
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telah ada.”’” Dengan kata lain penegakan hukum
sebagai suatu kegiatan untuk menjaga dan
mengawal hukum agar tetap tegak sebagai
suatu norma yang mengatur kehidupan
manusia demi  terwujudnya  ketertiban,
kemanan dan ketentraman masyarakat dalam
menjalankan kehidupannya.”®

Di dalam proses penegakan hukum, negara
menjadi  pihak  yang  bertanggungjawab
terhadap komitmen bersama sebagai negara
berdasar atas hukum, karena itu negara
bertanggungjawab atas ketertiban, keamanan
dan ketentraman warganegaranya yang
merupakan tugas dan wewenang awal dan
tradisional dari pemerintah atau negara yang
kemudian didelegasikan kepada Iembaga-
lembaga hukum.”

Penegakan hukum (pidana) meliputi tiga
tahap.Tahap pertama, tahap formulasi yakni
tahap penegakan hukum in abtracto oleh
badan pembuat undang-undang (tahap
legislatif).Tahap kedua, tahap aplikasi yakni
tahap penerapan hukum pidana oleh para
aparat penegak hukum mulai dari kepolisian,
kejaksaan sampai pengadilan (tahap
yudikatif).Tahap ketiga, tahap eksekusi, yakni
tahap pelaksanaan hukum pidana secara
konkret oleh aparat-aparat pelaksana pidana
(tahap eksekutif atau administrasi).*

Norma hukum tidak bertentangan dengan
rasa keadilan masyarakat dan martabat
manusia. Norma hukum justru memungkinkan
manusia mewujudkan nilai-nilai kemanusiaan,
seperti kerukunan atau kebersamaan,
solidaritas, kebabasan, perdamaian dan kasih
sayang. Dengan demikian hukum yang baik
harus tepat (secara format) dan pasti serta adil
(secara materiil) sehingga bisa meweujudkan
rasa keadilan, harmoni dan kebaikan umum
yang menjadi tujuan hukum itu sendiri. Hukum
yang baik adalah hukum yang benar dan adil
sehingga memiliki keabsahan dalam mengikat
mewajibkan dan dapat dipaksakan untuk
dijalankan.*

27Sadjijono.Polri Dalam Perkembangan Hukum Di
Indonesia, (Editor) M. Khoidin, LaksBang PRESSindo,
Yogyakarta. 2008. him. 61.

% Ibid. him. 62.

% Ibid.

30 Aziz Syamsuddin. Tindak Pidana Khusus. Sinar Grafika.
Jakarta. 2011. him. 2-3.

1 Muhammad Nuh. Etika Profesi Hukum. CV. Pustaka
Setia. Bandung. 2011. him. 199.
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Hukum yang baik mengondisikan
pembuatan dan pelaksanaan aturan hukum
sesuai dengan martabat manusia. Dengan
mematuhi hukum vyang baik, kebebasan
seseorang tidak hilang dan karenanya
martabatnya sebagai manusia pun tidak
direndahkan, bahkan dengan menaati hukum
yang baik, ia justru mewujudkan keluhuran
martabatnya karena ia menyadari dan
memahami apa vyang ditaatinya. Dalam
kepatuhan itu, ia bebas untuk memilih untuk
menaati  hukum demi pengaktualisasian
martabatnya sebagai manusia dalam interaksi
sosial dengan orang lain.*

Indonesia merupakan negara hukum, hal ini
telah  dinyatakan dengan tegas dalam
penjelasan UUD 1945 bahwa “Negara Republik
Indonesia berdasar atas hukum (rechstaat)”,
tidak berdasar atas kekuasaan belaka
(machstaat). Cita-cita filsafat yang telah
dirumuskan para pendiri kenegaraan dalam
konsep “Indonesia adalah negara hukum?”,
mengandung arti, bahwa dalam hubungan
antara hukum dan kekuasaan, bahwa
kekuasaan tunduk pada hukum sebagai kunci
kestabilan politik dalam masyarakat.*

Dengan demikian setiap pembicaraan
mengenai hukum, jelas atau samar-samar,
senantiasa merupakan pembicaraan mengenai
keadilan pula. Kita tidak dapat membicarakan
hukum hanya sampai kepada wujudnya sebagai
suatu bangunan yang formal. Kita perlu
melihatnya sebagai ekspresi dari cita-cita
keadilan masyarakatnya.>

Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2010
Tentang Cagar Budaya, mengatur mengenai
Pengawasan, sebagaimana dinyatakan pada
Pasal 99 ayat (1) Pemerintah dan Pemerintah
Daerah bertanggung jawab terhadap
pengawasan Pelestarian Cagar Budaya sesuai
dengan kewenangannya. Ayat (2) Masyarakat
ikut berperan serta dalam pengawasan
Pelestarian Cagar Budaya. Pengaturan yang
dibentuk oleh penguasa negara menimbulkan
norma hukum. Kaidah tersebut berupa
peraturan-peraturan dalam segala bentuk dan

* Ibid.

30esilo Yuwono. Penyelesaian Perkara Pidana
Berdasarkan Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana.
Alumni. Bandung. 1982, him.3.

3 Satjipto Rahardjo. llImu Hukum. PT. Citra Aditya Bakti.
Bandung. 1991. him.159.

jenisnya. Di dalam kehidupan sehari-hari
terbukti bahwa norma hukum mengikat setiap
orang. Pelaksanaan norma hukum mengikat
setiap orang. Pelaksanaan norma hukum dapat
dipaksakan dan dipertahankan oleh negara.
Dipertahankan dan dipaksakannya norma
hukum oleh negara merupakan salah satu
keistimewaan norma hukum dengan ancaman
pidana (bagi hukum pidana), hukuman (bagi
hukum perdata dan atau hukum dagang).
Upaya mewujudkan pertahanan dan paksaan
tersebut tidak mungkin dapat berjalan dengan
sendirinya akan tetapi hal itu harus
dilaksanakan oleh alat-alat kekuasaan negara.
Pelaksanaan tersebut bukan berarti tindakan
sewenang-wenang akan tetapi merupakan
upaya agar peraturan tersebut ditaati dan
terlaksana dengan sebaik-baiknya.*

Apabila masyarakat dapat hidup damai,
tenteram dan aman maka kehidupan mereka
perlu diatur dengan sebaik-baiknya. Mengatur
kehidupan masyarakat perlu kaidah-kaidah
yang mengikat setiap anggota masyarakat agar
tidak terjadi kejahatan dan pelanggaran
terhadap ketertiban umum. Dalam hal ini
hukum pidana sangat besar artinya bagi
kehidupan masyarakat, sebab hukum pidana
adalah: hukum vyang mengatur tentang
kejahatan dan pelanggaran terhadap
kepentingan umum dan perbuatan tersebut
diancam dengan pidana yang merupakan suatu
penderitaan.*®

Tindak pidana di bidang perizinan cagar
budaya yang telah terbukti secara sah sesuai
dengan peraturan perundang-undangan yang
berlaku dilakukan oleh pelaku tentunya perlu
dikenakan sanksi pidana untuk memberikan
efek jera. Hal ini merupakan bagian dari upaya
penegakan hukum untuk melestarikan cagar
budaya dan negara bertanggung jawab dalam
pengaturan pelindungan, pengembangan, dan
pemanfaatan cagar budaya.

PENUTUP

A. Kesimpulan
1. Pelestarian cagar budaya menurut
Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2010
Tentang Cagar Budaya, dilakukan

%% sudarsono. Pengantar limu Hukum. Op.Cit. him. 166.
* Ibid. him. 209.
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berdasarkan hasil studi kelayakan yang
dapat dipertanggungjawabkan secara
akademis, teknis, dan administratif.
Kegiatan Pelestarian Cagar Budaya harus
dilaksanakan atau dikoordinasikan oleh
tenaga ahli pelestarian dengan
memperhatikan etika pelestarian. Tata
cara Pelestarian Cagar Budaya harus
mempertimbangkan kemungkinan
dilakukannya pengembalian kondisi awal
seperti sebelum kegiatan pelestarian.
Pelestarian Cagar Budaya harus didukung
oleh kegiatan pendokumentasian
sebelum dilakukan kegiatan yang dapat
menyebabkan terjadinya perubahan
keasliannya.

2. Pemberlakuan sanksi pidana atas tindak
pidana perizinan di bidang cagar budaya
meliputi pidana penjara dan/atau denda
sesuai dengan perbuatan pidana yang
terbukti secara sah dilakukan oleh
pelakunya. Tindak pidana yang dilakukan
oleh badan usaha berbadan hukum
dan/atau badan usaha bukan berbadan
hukum, dijatuhkan kepada: (a) badan
usaha; dan/atau (b) orang yang memberi
perintah untuk melakukan tindak pidana.

B. Saran

1. Perlindungan hukum cagar budaya perlu
melibatkan masyarakat agar dapat
berperan serta melakukan perlindungan
cagar budaya agar pemanfaatannya
dapat digunakan bagi kepentingan sosial,
pendidikan, pengembangan ilmu
pengetahuan, agama, kebudayaan,
dan/atau pariwisata. Pengamanan cagar
budaya dapat dilakukan dengan cara
memberi pelindung, menyimpan,
dan/atau menempatkannya pada tempat
yang terhindar dari gangguan alam dan
manusia.

2. Pemberlakuan sanksi pidana atas tindak
pidana perizinan di bidang cagar budaya
perlu diterapkan pula terhadap badan
usaha berbadan hukum dan/atau badan
usaha bukan berbadan hukum yang telah
terbukti sesuai dengan peraturan
perundang-undangan  yang  berlaku
dengan pidana dengan ditambah 1/3
(sepertiga) dari pidana denda
sebagaimana dimaksud dalam Pasal 101
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sampai dengan Pasal 112. Undang-
Undang Nomor 11 Tahun 2010 Tentang
Cagar Budaya.
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